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PUTUSAN
Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tdo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TONDANO

&

Yang memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama
dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, umur 19 tahun, tempat dan tanggal lahir Borgo, 23
Juni 2005, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat
kediaman di -, Kecamatan Tombariri, Kabupaten
Minahasa, dengan domisili elektronik pada alamat
email: - sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 18 tahun, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10
Februari 2006, agama Islam, Pendidikan Sekolah
Dasar, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di -,
Kecamatan Singkil, Kota Manado, dengan domisili

elektronik pada nomor ponsel: - sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September
2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano pada
tanggal 12 September 2024 dengan nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tdo, telah
mengajukan gugatan perceraian, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 10 November 2022, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Provinsi
Sulawesi Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: -,
tertanggal 10 November 2022, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Borgo, Jaga V, Kecamatan
Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara kurang lebih
selama 1 (satu) minggu kemudian pindah ke rumah Orang Tua Tergugat di
Lingkungan VII, Kelurahan Singkill I, Kecamatan Singkil, Kota Manado,
Provinsi Sulawesi Utara, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama, ANAK (Laki-laki),
Tempat Tanggal Lahir Tateli, 14 Maret 2023, saat ini berumur 1 tahun 5
bulan;
Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
baik-baik saja namun sejak akhir bulan Maret tahun 2024 mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang
dikarenakan bahwa;
a. Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada
Penggugat;
b. Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
C. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang
bernama Putri Ananda Mobongi;
d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan mei tahun 2023 telah
tinggal terpisah dikarenakan terjadi perbedaan pendapat mengenai
tempat tinggal dimana Penggugat ingin tinggal bersama Orang Tua
Penggugat sedangkan Tergugat juga ingin tinggal bersama dengan
Orang Tua Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023, yang disebabkan oleh segala
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permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, ¢ dan d di

atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling

melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dan pisah ranjang kurang

lebih 2 (dua) minggu dan pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 4

bulan lamanya terhitung sejak bulan Mei tahun 2023 sampai bulan

September tahun 2024 dan selama berpisah Tergugat sudah tidak

memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK

tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang

Penggugat serta untuk kepentingan anak itu sendiri, maka Penggugat

mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan

(Hadlanah) Penggugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas

Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa

yang akan datang, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan

Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Tondano;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan

yang berlaku;
Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, maka dengan ini Penggugat
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano cq. Majelis Hakim untuk
dapat memeriksa dan memutus perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan
Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Primair :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak
yang bernama: ANAK (Laki-laki), Tempat Tanggal Lahir Tateli, 14 Maret
2023, saat ini berumur 1 tahun 5 bulan
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :
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Mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat
panggilan (relaas) Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tdo tertanggal 18 Januari 2024
dan 24 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah
menurut hukum;
Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;
Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk
umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti berupa:
A.
Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat),
NIK: - tertanggal 22 Mei 2023 yang cocok dengan aslinya, bermeterai

cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken, Kota
Manado, Nomor: - tanggal 10 November 2022, yang cocok dengan aslinya,
bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT (Tergugat) dari Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Nomor: -
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tertanggal 04 April 2023 cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-
nazegelen, diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK dari Pejabat Pencatatan
Sipil Kabupaten Minahasa, Nomor: 7102-LU-04042023-0006 tertanggal 4
April 2023, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen,
diberi kode P.4;

B.
Saksi:
Saksi | Penggugat: SAKSI 1 umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan

Swasta, tempat kediaman di Desa Borgo Jaga V, Kecamatan Tombariri,
Kabupaten Minahasa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah
kediaman orang tua Penggugat di Desa Borgo;

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak laki-laki bernama ANAK, saat ini berusia 1 (satu) tahun 5 (lima)
bulan;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2023 terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, yakni
Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan
Tergugat memiliki kedekatan dengan wanita lain;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah 1 (satu) kali melihat
Penggugat dan Tergugat cekcok, dan dari percekcokan tersebut saksi
mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah masalah
ekonomi, yakni Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada

Penggugat dan berdasarkan pengakuan Tergugat kepada saksi, saksi
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mengetahui Tergugat memiliki kedekatan dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 2 (dua) bulan
yang lalu di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan
yang jelas;

- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok
Penggugat lagi begitu sebaliknya;

- Bahwa setelah berpisah anak yang bernama ANAK ikut bersama dengan
Penggugat, Penggugat mampu dan layak untuk melakukan semua itu,
memberikan makan, pakaian serta pendidikan kepada anaknya serta tidak
pernah melakukan perbuatan yang tercela, yang bertentangan dengan
hukum serta norma agama

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada
Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan
Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk
merukunkan keduanya;

Saksi Il Penggugat: SAKSI 2 umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun V, Desa Borgo, Kecamatan Tombariri,
Kabupaten Minahasa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah
kediaman orang tua Penggugat di Desa Borgo;

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak laki-laki bernama ANAK, saat ini berusia 1 (satu) tahun 5 (lima)
bulan;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2024 terjadi perselisihan dan
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pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, yakni
Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan
Tergugat memiliki kedekatan dengan wanita lain;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah 3 (tiga) kali melihat
Penggugat dan Tergugat cekcok, dan dari percekcokan tersebut saksi
mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah masalah
ekonomi, yakni Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada
Penggugat dan berdasarkan pengakuan Tergugat kepada saksi, saksi
mengetahui Tergugat memiliki kedekatan dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 2 (dua) bulan
yang lalu di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan
yang jelas;

- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok
Penggugat lagi begitu sebaliknya;

- Bahwa setelah berpisah anak yang bernama ANAK ikut bersama dengan
Penggugat, Penggugat mampu dan layak untuk melakukan semua itu,
memberikan makan, pakaian serta pendidikan kepada anaknya serta tidak
pernah melakukan perbuatan yang tercela, yang bertentangan dengan
hukum serta norma agama

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada
Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan
Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk
merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan,
yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan
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dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang
perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat
berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 2 juncto Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah
diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tondano
berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan
gugatannya, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan
patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai wakil’/kuasanya yang sah, dan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sah, oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap
maka proses mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, meskipun begitu Hakim tetap
berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya
dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah gugatan
perceraian, oleh karenanya Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup
untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara
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Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat pada
pokoknya dapat disimpulkan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat
dengan dalil-dalil sejak Maret 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah
kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat,
Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Putri
Ananda Mobongi, sehingga pada Mei 2024 sampai dengan saat ini Penggugat
dan Tergugat tidak tinggal bersama, serta Penggugat memohon untuk
ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak karena anak tersebut masih di
bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan
dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdata serta Surat Edaran
Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan
hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai
dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan
SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat seluruhnya
berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-
nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat
formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan ketentuan Pasal 3
ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga
dapat diterima sebagai bukti dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih
lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
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atas nama Penggugat, adalah akta autentik yang menjelaskan mengenai
identitas nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat
tinggal Penggugat yang secara formal dan faktual berada di wilayah Kabupaten
Minahasa, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena
relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende),
sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdata, maka harus dinyatakan
terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa yang merupakan
wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tondano;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Nomor : -,
tertanggal 10 November 2022, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10
November 2022 dan tercatat pada tercatat pada KUA Kecamatan Bunaken,
sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan
dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sesuai Pasal
285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdata, maka harus dinyatakan terbukti
bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah
pada tanggal 10 November 2022, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas hama
TERGUGAT (Tergugat), adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa
secara formal Penggugat tinggal bersama dengan anaknya yang bernama
ANAK, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa sehingga bukti tersebut telah
pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh
karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
(volledig) dan mengikat (bindende), sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870
KUHPerdata, maka terbukti bahwa Penggugat tinggal bersama dengan
anaknya yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama
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ANAK, adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa ANAK lahir di
Tateli pada tanggal 14 Maret 2023 adalah anak kandung kesatu dari
TERGUGAT dan PENGGUGAT sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi
syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan
mengikat (bindende) sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdata,
maka terbukti bahwa ANAK saat ini masih berusia 1 tahun 6 bulan 20 hari atau
belum mumayiz;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan
sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mendengarkan
keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai
ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang
Perkawinan junctis Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal
134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan
perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam tentang penyebab dan akibat perselisihan dan
pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga serta ada tidaknya harapan
keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) yang
diajukan Penggugat adalah saksi dari keluarga Penggugat yang sudah dewasa,
cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya
serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga
memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172
R.Bg junctis Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi keluarga atau orang dekat dari
Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di
persidangan;
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Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya
menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak
tahun 2023 sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar
dikarenakan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak memberikan nafkah yang
layak kepada Penggugat dan Tergugat memiliki kedekatan dengan wanita lain,
sehingga sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan saat ini Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat, keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak
berhasil, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri
dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat
dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain,
maka keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 307
dan Pasal 309 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut mempunyai
kekuatan pembuktian yang bebas (vrij) sesuai Pasal 1908 KUHPerdata;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang
dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim
mengonstatir fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum
pernah bercerai;
2. Dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK lahir di Tateli pada tanggal
14 Maret 2023 saat ini masih berusia 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan 20
(dua puluh) hari;
3. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
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masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak
kepada Penggugat dan Tergugat memiliki kedekatan dengan wanita lain;
4, Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan
antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih
dari 2 (dua) bulan;

5. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada komunikasi yang baik lagi;

6. Saat ini ANAK berada dalam asuhan Penggugat, diasuh dengan
baik;
7. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun

oleh Hakim di persidangan, namun tidak berhasil, karena Penggugat
menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta
hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat mencakup
seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka akan Hakim akan
pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan;
Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat Hakim akan
kualifisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun
1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
yang unsur-unsurnya yaitu:

1. “Antara suami dan istri” . fakta hukum pada angka 1 menunjukkan

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah

bercerai;

2, “Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” : fakta

hukum pada angka 2 angka 3, dan angka 4, membuktikan bahwa dalam

membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan

masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak
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kepada Penggugat dan Tergugat memiliki kedekatan dengan wanita lain,
yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, dan setelah
berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada
komunikasi yang baik lagi;

3. “Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum
pada angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga
maupun oleh Hakim di persidangan, tidak berhasil, karena Penggugat
menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula maksud
Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 134 KHI
yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat dari keluarga serta orang dekat, dan Penggugat dan Tergugat
sudah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang
laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya
mitsagan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat), dengan tujuan sebagaimana
dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, yang menyatakan: perkawinan bertujuan untuk membentuk
keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam al-
Quran surah ar-Rum ayat 21, sehingga Penggugat dan Tergugat selayaknya
bergaul secara makruf, sebagaimana perintah dalam surah an-Nisa ayat 19
karenanya dalam ikatan perkawinan, terkandung pula tanggung jawab moral,
sehingga perkawinan tidak dapat diputuskan kecuali didasari adanya alasan
yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3
tahun 2018 tertanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Agama huruf A. Hukum
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Keluarga, angka 1 mengamanatkan: Hakim hendaknya mempertimbangkan
secara cukup dan saksama dalam mengadili perkara perceraian, karena
perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral,
mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi
struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh
karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah
(broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti dan
indikator broken marriage dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4
Tahun 2014 Kamar Peradilan Agama angka 4 adalah: Sudah ada upaya damai
tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri,
Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya
sebagai suami istri, Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-
hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya KDRT, main judi
dan lain-lain);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tertanggal 29
Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi
Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama, Hukum Perkawinan, angka 1,
yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin
2 dalam SEMA Nomor 1 tahun 2022, berbunyi: Perkara perceraian dengan
alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika
terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan
telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan
fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat
telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka
dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, yang tentu
akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan
sebagaimana tersebut di atas; tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi

penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang
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salah, dalam keadaan rumah tangga yang patah arang, hanya akan
menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan anaknya, serta
mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi
menimbulkan kemudaratan dan haru biru, maka hal-hal tersebut harus dihindari
dengan cara perkawinannya diputuskan. Selaras dengan Kaidah fikih yang
diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:
dllaadl wls ol 2582 auwléail 555
Artinya: “mencegah kemudaratan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam sebagaimana pendapat Sayid Sabiq (ulama fikih) dalam kitabnya
Fikih Sunnah juz Il halaman 290 yang selanjutnya diambil alih sebagai
pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

cladl OSs izo il Blhicl ol vazg i)l diny wuolall sx) blocs cais 59

Logiz YoVl 8 iolidl e g laglliol 8 sl plgs azo Bl Y Loo

il aalls Lgall
Artinya : Apabila gugatan istri telah terbukti di hadapan hakim atau pengakuan
suami dan menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk
melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil
mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh
Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, junctis pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ()
Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum kedua gugatan Penggugat
dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap
Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (¢) Kompilasi Hukum Islam;
Petitum Tentang Kuasa Asuh

Menimbang, bahwa petitum ketiga gugatan Penggugat tentang hadanah,
Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 156 huruf (a)
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Kompilasi Hukum Islam bahwa bagi anak yang belum mumayiz, ibu lebih
berhak mengasuh anaknya, hal ini selaras dengan pendapat Muhammad Nur
Abdul Hafidz Suwaid (ahli pendidikan) sebagaimana tercantum dalam kitabnya
Manhaj at-Tarbiyah an-Nabawiyah lith-thifl halaman 85 yang selanjutnya diambil
alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut: --------------
dilazlly asall (59 O o o soall Jlo 9 g asliadly il ap i 0]
olizdlg calasll 350 o arde o lad o) JIz 1 o a8l aue sbuddl s
JEl e ass slusill 038 Iagls alls

Artinya : Bimbingan dan pemeliharaan untuk anak di masa kecilnya dalam ilmu
fikih dikenal dengan istilah hadanah (pengasuhan), dalam hal ini wanita lebih
mampu dari pada laki-laki, karena perempuan difitrahkan dengan segala
kelebihan kelembutan, kasih sayang dan kesabaran, oleh karena itu wanita
lebih diutamakan daripada laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dan
pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum ketiga gugatan
Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meski demikian hakim perlu mengemukakan, tidak
memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah dapat
dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah (vide:
angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama Sema Nomor 1 Tahun 2017) karena
hak hadanah menunjukkan hak sekaligus kewajiban untuk mengasuh dan
mendidik anak guna mengantarkan anak tersebut ke masa depan yang baik.
Oleh karenanya pemegang hak hadanah tidak boleh menghalang-halangi pihak
lainnya untuk menjalin komunikasi dengan anaknya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka
petitum keempat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membebankan
biaya perkara kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar

putusan;
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Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum gugatan Penggugat
dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara
verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara a quo telah
mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Memperhatikan, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan

dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Putusan

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir di Tateli tanggal 14 Maret
2023 dalam kuasa asuh (hadanah) Penggugat selaku ibu kandungnya,
dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah
kandung untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Alfian
Muhammady, S.Sy., sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Tondano yang
ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tondano
Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tdo tanggal 12 September 2024 atas
Dispensasi/lzin Ketua Mahkamah Agung untuk bersidang dengan Hakim
Tunggal Nomor 86/KMA/HK.05/4/2023 tanggal 27 April 2023. Putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada

Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tondano pada hari itu
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juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hi. Sjaogil Ahmad, S.H.l., M.H.

sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa

hadirnya Tergugat;
Panitera, Hakim,
ttd ttd
Hi. Sjaogil Ahmad, S.H.l., M.H. Alfian Muhammady, S.Sy.
Perincian biaya :
1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. ATK Proses Rp100.000,00
3. Panggilan Rp100.000,00
4. PNBP Panggilan Rp20.000,00
5. Redaksi Rp10.000,00
6. Meterai Rp10.000,00
Jumlah Rp270.000,00

( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah )
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